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ABSTRAK

Penelitian ini membahas, pertama menganalisis optimalisasi kinerja Bhabinkamtibmas di
Harkamtibmas di Kota Palu. Kedua, mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat
yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Bhabinkamtibmas di Harkamtibmas di kota palu. Penelitian
ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian,
disparitas bhabinkamtibmas pertama di desa telah merasakan manfaat oleh masyarakat dan program-
program yang telah dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas mendapat dukungan dari masyarakat tetapi
masih ada sejumlah tindak pidana yang terjadi, ini menunjukkan perlunya untuk melaksanakan tugas
bhabinkamtibmas belum dioptimalkan, dua faktor pendukung adalah dukungan dari pemerintah kota
Palu dan partisipasi masyarakat dalam melindungi lingkungan, faktor penghambat adalah tingkat
rata-rata pendidikan sekolah menengah, sarana dan prasarana yang masih sangat minim , kurangnya
pelatihan untuk Bhabinkamtibmas, penempatan jauh dari tempat tinggal, dan tidak adanya rumah
Bhabin di desa.

Kata Kunci : Optimalisasi, Bhabinkamtibmas, Polres Palu

ABSTRACT

This study discusses, first analyzing the performance optimization of Bhabinkamtibmas in
Harkamtibmas in Palu City. Second, knowing and analyzing the supporting and inhibiting factors that
affect the optimization of the performance of Bhabinkamtibmas in Harkamtibmas in the city of hammer.
This research uses normative legal research and empirical legal research. The results of the study, the
first bhabinkamtibmas disparity in the village has felt the benefits by the community and the programs
that have been implemented by bhabinkamtibmas received support from the community but there are
still a number of criminal acts that occur, this shows the need to carry out the task of bhabinkamtibmas
has not been optimized, the two supporting factors are support from the Palu city government and
community participation in protecting the environment, inhibiting factors are the average level of high
school education, facilities and infrastructure which are still very minimal, lack of training for
Bhabinkamtibmas, placement far from the residence, and the absence of Bhabin's house in the village.
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PENDAHULUAN

Perkembangan dewasa ini angka kejahatan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan
berbanding terbalik dengan tingkat kemananan dan ketertiban (Sari, 2017). Perkembangan
yang terjadi pada kejahatan tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan Polri untuk
dapat menangani setiap masalah yang terjadi, baik secara pre-emtif, preventif maupun kuratif
melalui penangkalan, pencegahan dan penanganan suatu masalah (Ramadhan, 2017).

Sebagai upaya mengatasi kejahatan tersebut, diperlukan sosok pengayom dalam masyarakat
yang dapat meningkatkan rasa keamanan dan ketertiban di lingkungan itu. Salah satunya
adalah Polri (Kepolisian Republik Indonesia) (Djanggih, & Ahmad, 2017). Sesuai dengan UU
No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas pokok
Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat (Sitompul, 2016). Agar mampu melakukan tugas dalam pencegahan dan
penanggulangan Kamtibmas, Polri telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, yang
diantaranya berupa pembinaan keamanan swakarsa yang mengupayakan hidupnya peran
serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dalam Pembinaan Kamtibmas, Polsek sebagai
ujung tombak operasional Polri serta desa/kelurahan sebagai pangkal kegiatan
Binkamtibmas; dimana kegiatan ini dikenal dengan sebutan Pemolisian masyarakat
(Community Policing). (Bhakti, 2017).

Keberadaan bhabinkamtibmas di kelurahan-kelurahan di wilayah hukum polres palu yang
merupakan ujung tombak dalam menjalankan tugas kepolisian harus bisa memenuhi
tuntutan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial di wilayah hukumnya masing-
masing (Murdianto, 2018). Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak polres untuk bisa
menyentuh masyarakat pada lini terkecil dilingkup kelurahan atau desa. Disinilah peran polri
harus bisa mencegah dampak negatif konflik antar warga yang harus bisa dicegah sejak dini
(Koni, 2018).

Situasi kamtibmas di wilayah polres palu masih ada riak-riak gangguan kamtibmas seperti
kasus-kasus c3 (pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan curanmor),
peredaran narkoba yang dilakukan oleh kelompok pelaku jaringan narkoba, kasus konflik
perkelahian antar warga, kasus perjudian maupun kasus miras. Permasalahan tersebut harus
diselesaikan oleh polri pada era saat ini, sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dampak negatif
dari permasalahan ini adalah adanya keributan massal, pengrusakan, dan bentuk-bentuk
pidana kekerasan lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya yang dilakukan bhabinkamtibmas bersama unsur pemerintahan yang ada dikelurahan
serta babinsa dan tokoh masyarakat guna untuk menjaga kamtibmas telah dilaksanakan
secara maksimal tetapi masih terdapat kasus yang terjadi yang meresahkan masyarakat,
sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna untuk melakukan upaya pencegahan
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yang tepat sehingga diharapkan kondisi keamanan di kota palu tetap aman dan kondusif,
mengingat kota palu merupakan barometer keamanan di propinsi sulawesi tengah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Bagaimana mengoptimalkan Kinerja Bhabinkamtibmas dalam Harkamtibmas di Kota Palu.
Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi Oprimalisasi Kinerja
Bhabinkamtibmas dalam Harkamtibmas di Kota Palu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris. Penggunaan tipe
penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan sebagai konsekuensi logis dari
isu hukum penelitian dalam latar belakang masalah. Tipe penelitian ini digunakan
disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Berdasarkan rumusan masalah, maka
tipe yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dan
Penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab
rumusan masalah pertama dan Tipe penelitian hukum empiris digunakan untuk enjawab
rumusan masalah kedua. Lokasi Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Palu dimana bahwa
setiap kelurahan yang ada di Kota Palu telah memiliki Bhabinkamtibmas, kemudian waktu
penelitian dimulai pada bulan Nopember 2017 sebagai pra Penelitian dengan melihat
perkembangan situasi kamtibmas di Kota Palu yang dikaitkan dengan keberadaan
Bhabinkamtibmas, dimana dengan tugas dan peranan Bhabinkamtibmas yang berada di
keluarahan bersama-sama masyarakat dapat mencegah terjadinya tindak pidana kriminaltias.

PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Tugas Bhabinkamtibmas di Polres Palu Situsai Wilayah Kota Palu

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus
mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat (Wahyurudhanto, 2018). Kinerja yang diharapkan adalah dapat
melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya dan sesuai dengan harapan yang diinginan dalam
pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh organisasi Polri terutama pada anggota kepolisian oleh
personil Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
(Bibitharta, Bachri, & Dewi, 2019).

Di wilayah Kota Palu secara administratif merupakan Ibu Kota Prop. Sulawesi Tengah, dengan
luas wilayah 395,06 kilomater persegi, Jumlah penduduk Sebagaimana data BPS Kota Palu
tahun 2017 berjumlah sekitar 5.923 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan yang terdiri
dari 179.291 jiwa penduduk laki-laki dan 176.988 jiwa penduduk perempuan.
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Profil Polres Palu yang dipimpin oleh Kapolres AKBP MUDJIANTO, S.IK dimana Mako
Polres Palu terletak di Jalan Pemuda No,18 Palu, Jumlah Personil Polres Palu berjumlah 857
Pers. Polres Palu terdiri dari 5 Polsek yaitu

a. Polsek Palu Barat terletak di JI. Datu Pamusu

b. Polsek Palu Timur terletak di JI. RE Martadinata

c. Polsek Palu Selatan terletak di J1. Zebra

d. Polsek Palu Utara terletak di J1. Djaelangkara

e. Polsek Kawasan Pelabuhan Pantoloan terletak di Jl. Tras Sulawesi Kel. Pantoloan.

Situasi Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Palu sampai saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Adapun
kasus menonjol yang pernah terjadi yaitu :

1. KasusTeror

Kasus teror yang ada diwilayah Kota Palu terjadi sejak tahun 2001 hal ini terjadi imbas dari
kerusuhan di Poso, dengan terjadinya kasus tersebut telah ditangkapnya para pelaku dan
telah menjalani hukumannya. Maka dalam rangka untuk menetralisir situasi kamtibmas
dengan adanya Aksi teror tersebut maka Sat Binmas Polres Palu melakukan giat
Deradikalisasi sesuai degan Program Quick Wins Program 1 bersama-sama dengan
Bhabinkmatibmas melaksanakan Himbauan-himbauan kamtibas agar tetap menjaga
toleransi begarama dalam kehidupan sehari-hari serta tidak terpengaruh adanya paham-
paham radikalisme, melaksanakan Kunjungan ke Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
Pemuda serta ke masyarakat.

2. Tawuran/Konflik antar Warga

Dari beberapa konflik/tawuran antar warga tersebut diatas yang mengakibatkan kerugian
materi maupun korban jiwa. Polsek sebagai Unjung tombak pemelihara kamtibmas dan
kamdagri harus dapat mengantisipasi potensi yang dapat mengakibatkan gejolak sosial di
masyarakat. Peran Polres sabagai ujung tombak memiliki tugas pokok untuk mencegah
meluasnya dampak dari konflik tanah tersebut. Realita yang ada pada saat ini khususnya di
Polsek jajaran Polres Polres Palu dengan penataan tata laksana program 1 polisi 1 desa: Surat
Kapolri Nomor: B/3377/1X/20/Tgl 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas
pada setiap Desa. Sehingga Kasus konflik/tawuran antar warga tersebut dapat diminimalisir
bahkan untuk tahun 2016 kasus tersebut tidak pernah terjadi/Nihil.

Pergelaran Bhabinkamtibmas di Polres Palu

Pergelaran Bhabinkamtibmas di Polres Palu merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolri
tentang penempatan bhabinkamtibmas 1 Desa/kelurahan 1 bhabinkamtibmas. Mengingat
Polres Palu yang sebelumnya sering terjadi perkelahian antar warga sehingga mendapat
penambahan Bhabinkamtibmas menjadi 105 Personil. Sesuai dengan Teori peran yang
dikembang oleh Soerjono Soekanto yang terbagi dalam 3 yaitu Peranan yang seharusnya
(Expected Role), Peranan Ideal (Ideal Role), Peranan yang sebenarnya dilakukan (Actual
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Role), dimana peranan bhabinkamtibmas di tengah masyarakat sangat penting dalam
menjaga situasi kamtibmas disini peran bhabinkamtibmas bersama unsur 3 Pilar yaitu
Bhabinkamtibmas, Lurah dan Babinsa untuk terjun langsung ke tengah masyarakat dengan
melakukan berbagai inovasi baik berupa kerja bakti, pembentukan organisasi
kepemudaan/kemasyarakatan/organisasi kewanitaan, kegiatan olahraga serta kegiatan
lainnya yang intinya agar situasi Kamtibmas di kelurahan dapat terjaga dengan baik

Dalam ragka meningkatkan kemampuan bhabinkamtibmas maka telah dilaksanaan bebarapa
Pelatihan Peningkatan Kemampuan bagi Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan Polres Palu
yaitu :

1. Pelaksanaan Pelatihan IHT (In House Training) kerjasama Kepolisian Indonesia
dengan Kapolisian Jepang

Adapun kegiatan Pelatihan peningkatan kemampuan bhabin pada intinya yaitu

a. Kegiatan Kunjungan

Dalam kegiatan Kunjungan/DDS (Door to Door System) para bhabinkamtibmas diwajibkan
berkunjung kesetiap rumah penduduk, perkantoran, tempat Ibadah, pertokoan, dll yang ada
di kelurahannya

Kegiatan kunjungan tsb juga diwajibkan mengisi blangko kunjungan, memberikan kartu
nama yg berisi Nomor Telp dan stiker himbauan tujuan kunjungan selain untuk
bersilaturahmi juga mengenal lebih jauh keluarga yang dikunjungi serta menanyakan
permasalahan apa yang terjadi dikeluarga tersebut.

- Sasaran Kunjungan Tidak Hanya Tokoh masyarakat Dan Pemuka Masyarakat Saja Tapi
Menyentuh Hingga Ke Seluruh Lapisan Masyarakat Yang Ada Di Wilayah Binaannya

- Perlengkapan Kunjungan Antara lain Blanko Kunjungan, Blanko Problem Solving, Kartu
Patroli, Kartu Nama, Stiker Himbauan Kamtibmas.

- Kunjungan Direncanakan Berdasarkan Rt / Rw yang Ada Di Wilayah Binaannya

- Hasil Kunjungan Dibuat Laporan Dan Diarsipkan

- Etika Berkunjung Sangat Diperhatikan (Misalnya : Kunjungan Ke Rumah Perempuan
yang sendiri tidak Boleh Masuk Ke Dalam Rumah/ Bila Masuk Ke Rumah Pintu Harus
Tetap Terbuka)

b. kegiatan pemecahan masalah (Problem Solving)

Kegiatan problem Solving dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki
permasalahan, baik menyangkut kamtibmas, Permasalahan antar individu, mmaupun
Permasalahan Sosial Lainnya. Yang bertujuan memperkecil atau meniadakan segala bentuk
permasalahan baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada di
lingkungan masy, shg tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yg lebih besar

Permasalahan di lapangan berbagai macam dan sifatnya kompleks, sehingga utk melakukan
pemecahan masalah tersebut harus dilaksanakan dengan bantuan warga masyarakat
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setempat/tokoh masyarakat. Oleh karena itu bhabin harus aktif libatkan peran serta
masyarakat, bersinergi dan bantu selesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

Tindak lanjut kegiatan pemecahan masalah

1) Evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan
pemecahan masalah yang sudah diselesaikan.

2) Apabila dianggap belum sesuai yang diharapkan / tuntas, pengemban polmas wajib
mencari akar permasalahan dan mencari solusi yang harus dilakukan.

3) Apabila pengemban polmas berhasil menyelesaikan masalah secara tuntas dan dirasakan
manfaatnya bagi masyarakat lainnya, maka sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat
untuk bangun kepercayaan masyarakat terhadap polri.

c. Sistem kendali Tugas

Sistem Kendali Tugas Bhabinkamtibmas merupakan Kegiatan pengawasan dan pengendalian
yang dilaksanakan oleh Kanit Binmas Polsek dan Kapolsek terhadap tugas anggotanya dan
mempertanggung jawabkan hasil tugas anggotanya.

Dalam kegiatan sistem kendali Tugas di laksanakan mulai kanit Binmas Polsek ke

Bhabinkamtibmas dalam hal ini Kanit Binmas akan melakukan pengecekan pelaksanaan
tugas di Kelurahan kemudian mengkompulir dan melaporkan ke Kapolsek Apabila
Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas baik dan berprestasi maka akan diusulkan ke
Kasat Binmas untuk menerima Reward atau penghargaan dan apabila Bhabinkamtibmas
dalam hal melaksanakan tugas tidak baik maka akan diusulkan untuk mendapatkan
punishmen atau hukuman kemudian Kapolsek membuat Surat ditujukan ke Kasat Binmas
dan Kasat Binmas akan mengkompulir sekaligus melakukan pengecekan di lapangan
mengenai tugas bhabin dengan menanyakan langsung ke masyarakat maupun ke aparat
Pemerintahan kelurahan selanjutkan mengusulkan ke Kapolres untuk mendapatkan Reward
atau Punishmen.

2. Kegiatan Kreatifitas atau Inovasi Bhabinkamtibmas

Dalam rangka untuk memelihara Kamtibmas di keluarahan tidak cukup hanya diberikan
pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat tetapi juga harus mengetahui akar permasalahan
dan harus dapat menghilangkan permaslahan tersebut sampai ke akar-akarnya.

Kasus Tidak Pidana terjadi dikelurahan sebagian besar disebabkan karena banyaknya anak
putus sekolah, kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak pengangguran, faktor
ekonomi, serta kurangnya perhatian keluarga. Dengan adanya hal tersebut diatas maka
Bhabinkamtibmas harus dapat menciptakan kreatifitas atau inovasi dengan melihat
ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber daya Manusia yang ada di kelurahan tersebut.

Kegiatan kreatifitas tersebut bertujuan untuk mengurangi terjadinya pengangguran,
meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya
tindak pidana di keluarahan tersebut.
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B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas

Bhabinkamtibmas di Polres Palu

1. Faktor Pendukung

a. Peran Pemerintah dalam Harkamtibmas

1).

Pembentukan Satgas K5

Dalam rangka memelihara Kamtibmas di wilayah kota Palu Polres Palu bekerjasama
dengan Pemerintahan Kota Palu dan Kodim 1306 Donggala telah melaksanakan
kerjasama dengan membentuk Satgas K5, yang dibentuk di 46 kelurahan di wilayah
Kota Palu dengan keanggotaannya terdiri dari Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan
Tokoh Masyarakat yang bertujuan untuk menjadi motifator dan penggerak ditengah
masyarakat guna untuk menyukseskan Program Ks itu sendiri diantaranya
Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan

. Pembentukan Suro Dewan Adat

Pemerintah Kota Palu juga kembali mengaktifkan peranan Lembaga Adat atau
Dewan Adat di masing-masing keluarahan sehingga permasalahan sosial yang terjadi
ditengah masyarakat dapat ditangani oleh lembaga Adat dengan penerapan Givu
(Denda Adat) dimana dalam penerapan Givu tersebut terbagi dalam 3 macam yaitu

1. Salakana (hukuman berat)
2. Salababa (Hukuman Sedang)
3. Salabivi (Hukuman Ringan)

Sehingga dalam pelaksanaan tugas lembaga adat atau dewan adat tersebut dapat
membantu Polri dalam rangka Harkamtibmas, selanjutnya untuk memberikan bekal
kepada Dewan Adat tersebut maka Pemerintah Kota Palu bekerjasama dengan Polda
Sulteng dalam hal ini SPN Labuan telah memberikan pelatihan terhadap lembaga
adat tersebut atau yag disebut Suro Adat. Tujuan dari pelatihan Suro Adat tersebut
yaitu agar anggota Suro Adat memiliki jiwa Kedisipilinan serta Jiwa Patriotik, dapat
membantu Kepolisian dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, dapat
memberikan himbauan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana agar
masyarakat tidak masuk ke TKP sebelum kasus tsb ditangani oleh aparat kepolisian,

dil.

b. Peran Masyarakat dalam Harkamtibmas

1) Aktf bersama-sama menjaga keamanan Lingkungan

Peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dapat dilihat dengan adanya

kegiatan Poskamling dimana kegiatan Poskamling tersebut dilaksanakan oleh

masyarakat di lingkungan RT dengan secara bergilir menjaga keamanan pada malam hari,

bahkan di kawasan perumahan atau BTN warga membentuk Pam swakarsa yang menjaga
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lingkungan tersebut selama 1 X 24 jam dengan pembayaran warga secara sukarela
menyisihkan uang setiap bulan untuk mengaji petugas keamanan tersebut dan di setiap
lorong di pasang Portal sehingga pada malam hari Portal tersebut akan di pasang.

Selain itu juga masyarakat membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak
di bidang kepemudaan yang bertujuan untuk membantu aparat keamanan dalam rangka
harkamtibmas seperti Patroli Kota, Senkom Mitra Polri, Pemuda Pancasila, Pemuda
Panca Marga, FKPPI, KNPI, dIl.

Aktif memberikan Laporan apabila ada permasalahan ke Bhabinkamtibmas

Keberadaan Bhabinkamtibmas sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga
setiap permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat maka masyarakat langusung
menghubungi Bhabinkamtibmas hal ini berbanding terbalik pada jaman sebelum
Bhabinkamtibmas berada dimana setiap permaslahan yang terjadi selalu langsung
dilaporkan ke Polsek atau ke Polres, sehingga dapat menambah beban kerja Polsek atau
Polres.

Faktor Penghambat

Faktor Internal

. Kemampuan Personil

Rekrutmen Bintara Polri pada umumnya bersumber dari lulusan Sekolah Menengah
Tingkat Atas (SMA/ Sederajat) namun juga ada yang diambil dari sumber Sarjana .
Bhabinkamtimbas Polres Palu pada umumnya berpendidikan SMA atau sederajat, hal
tersebut dapat diungkapkan oleh penulis dalam bahwa Polres palu saat ini memiliki 105
Bhabinkamtibmas dari jumlah tersebut 99 Bhabinkamtibmas yg berpendidikan SMA
Sederajat dan yang 6 (Enam) berpendidikan S1 (Setrata Satu).

Untuk meningkatkan kemampuan personil, para Anggota diberi kesempatan oleh Dinas
untuk mengembangkan pengetahuan dengan mengikuti pendidikan di Fakultas-fakultas
yang ada untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan serta mengambil jurusan
sesuai keinginan dari Anggota yang ia sukai, sejauh mana dalam menempuh pendidikan
tersebut tidak menghambat dalam menjalankan tugas. Jadi antara tugas serta menuntut
ilmu dapat berjalan beriringan. Selain dari pada itu, dinas juga memberikan pendidikan-
pendidikan kejuruan atau pelatihan di tempat lembaga pendidikan atau kejuruan di SPN
yg ditunjuk untuk melakukan pendidikan, sehingga kemampuan dan ketrampilan
anggota dapat terpelihara.

Bhabinkamtibmas Tugas Rangkap

Selain melaksanakan tugas pokok sebagai Bhabinkamtibmas yaitu melakukan
pengawasan, pembinaan, pemeliharaan dan pelatihan terhadap masyarakat binaannya
para Bhabinkamtibmas ini masih dilibatkan dengan tugas-tugas lain untuk melakukan
pengamanan-pengamanan kegiatan masyarakat, pelatihan pengendalian masa,
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3)

pengamanan unjuk rasa, patroli zona, pengamanan kegiatan-kegiatan keolah ragaan serta
kegiatan kegiatan lain yang berhubungan atau relefan dengan tugas umum kepolisian.
Sehingga hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi tugas pokok Bhabinkamtibmas
sebagai pemeliharaan kamtibmas, pengawasan, pembinaan dan pelatihan terhadap
wargannya tidak maksimal dilaksanakan oleh Bhabinkamtimbas tersebut, sehingga peran
Bhabinkamtibmas tidak dapat optimal dan berakibat masih adanya peanggran keteriban
serta norma-norma hukum dimasyarakat.

Sarana dan Prasana

Sebagai penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas maka perlunnya sarana dan
prasarana sebagai pendukung kegiatan tersebut, namun sejauh ini tugas
Bhabinkamtibmas walaupun terkendala dengan sarana prasarana pendukung yang masih
minim semisal Bhabinkamtibmas ditempat tugas binaan dikelurahan tidak mempunyai
tempat tinggal setidaknya memiliki tempat kusus atau ruangan kerja/posko di wilayah
binaannya.

Kantor Bhabinkamtibmas yang ada di Kelurahan selain sebagai tempat keja juga sebagai tepat

pengaduan warga dan bisa dijadikan untuk mediasi menyelesaikan persoalan, rapat kecil

dengan unsur terkait.

b. Eksternal

1).

Tingkat Kriminalitas yang Tinggi

Wilayah kota Palu terdiri dari 46 kelurahan dan 8 kecamatan dengan jumlah penduduk
368.086 jiwa, dari jumlah penduduk berdasarkan sumber data dari Polres Palu pada
tahun 2017 telah terjadi gangguan kamtibmas atau peristiwa tindak pidana pada tahun
2015 tercatan 3595 kasus, tahun 2016 tercatan 4650 kasus dan tahun 2017 tercatat 5103
kasus. Seiring berkembangnya kota Palu serta jumlah penduduk yang cukup padat, ini
merupakan tantangan Bhabinkamtibmas untuk bisa menjaga situasi kamtibmas agar
tetap terpelihara dan selalu kondusif . walaupun angka kriminalitas masih tetap ada itu
merupakan suatu ciri daerah yang berkembang dengan kemajemukan suku , budaya, adat
istiadat dan tolerasi namun situasi kamtibmas dapat dipertahankan keamanannya.

2). Kurangnya Peran serta masyarakat

Kurangnya peran serta masyarakat dan kepedulian dalam menjaga lingkungannya
sehingga masih terjadi kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan
kekerasan dan pencurian dengan pemberatan serta kejahatan lainnya ini disebabkan dari
masyarakat itu sendiri kurang peduli atau lalai dalam hal menjaga barang-barang yang
berharga miliknya sendiri, seperti menempatkan kendaraan bermotor diluar rumah pada
saat istirahat tanpa ada pengawasan, kendaraan tidak dalam keadaan terkunci setir, atau
pekarangan rumah tidak memiliki pagar, hal-hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelaku
kejahatan untuk mencuri barang milik masyarakat yang berharga.



P-ISSN: 2684-9232, E-ISSN: 2685-1385 | 10

3). Kurang Kepedulian Pemerintah Kelurahan terhadap Tugas Bhabbinamtibas

Kurangnya kepedulian pemerintah kelurahan terhadap petugas Bhabinkamtibmas dapat
digambarkan bahwa petugas Bhabinkamtibmas diwilayah kerjanya atau binaannya tidak
memiliki Fasilitas pendukung seperti ruangan kerja dikelurahan, alat Computer tidak
tersedia.

Dalam hal lain oleh pemerintah Kelurahan Bhabinkamtibmas tidak dilibatkan serta
berperan aktif dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan tugas pokoknya,
seperti penertiban perda, kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan warga dan lainnya,
yang lebih riskan setelah ada pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas baru mendapat
informasi.

KESIMPULAN

Keberadaan Bhabinkamtibmas di Kelurahan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
beberapa kasus sosial yag terjadi ditengah masyarakat dapat diselesaikan dengan baik,
program-program yang telah dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas mendapat dukungan dari
masyarakat tetapi masih ada beberapa kasus Pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan
pemberatan, Kasus Pencurian kendaraan Bermotor serta Kasus Narkoba masih tetap tinggi
sehingga pelaksanakan tugas Bhabinkamtibmas perlu lebih dioptimalkan lagi.

Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Kota sehingga dibentuknya Satgas
K5 dan Lembaga Suro adat yang bersama-sama bhabinkamtibmas melaksanakan tugas
memelihara kamtibmas di kelurahan, sedangkan Faktor penghambat dalam pelaksanakan
tugas Bhabinkamtibmas secara Internal yaitu tingkat pendidikan bhabinkmatibmas yang
rata-rata yaitu SMA sederajat sementara masyarakat yang dihadapi yaitu tingkat pendidikan
yang berbagai macam, Sarana dan sarana yang masih sangat minim, kurangnya pelatihan bagi
Bhabinkamtibmas, serta penempatan Pers Bhabinkamtibmas yang jauh dari tempat tinggal
sehingga tidak setiap saat berada ditengah masyarakat, kemudian kurangnya perhatian
pemerintahan kelurahan dengan keberadaan bhabinkmatibmas sehingga bhabin selama ini
bertugas khususnya dalam hal ini menerima laporan warga maupun melaksanakan mediasi
hanya menumpang di Kantor Lurah

SARAN

Sebagai upaya mengoptimalkan kinerja bhabinkamtibmas perlu kiranya dalam hal perekrutan
Bhabin minimal harus mempunyai latar belakang pendidikan Si1, sebelum ditugaskan
menjadi Bhabinkamtibmas harus diberikan pelatihan IHT/Pendidikan khususnya di bidang
Bhabinkamtibmas mengingat yang dihadapi adalah masyarakat dengan berbagai macam latar
pendidikan dan pekerjaan. Sarana dan Prasana yang kurang maksimal sehingga kinerja
bhabin juga kurang maksimal seperti belum adanya Rumah Kantor Bhabinkamtibmas di
Kelurahan Masing-masing, HT sebagai sarana Komunikasi. Belum adanya alat
Komputer/Laptop serta Camera sebagai alat dalam melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas,
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serta penugasan Bhabinkamtibmas yang jauh dari tempat tinggalnya sehingga
bhabinkamtibmas tidak setiap saat berada di tengah dan masih ada Bhabin melaksanakan
tugas rangkap.
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